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SALINAN PENETAPAN

Nomor 0117/Pdt.P/2013/PA.Kdr

)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana
terurai di bawah ini atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:
PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT
Gudang Garam, tempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan

Agama Kediri tanggal 11 September 2013 yang terdaftar di register
perkara Nomor 0117/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal 11 September 2013,
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI
PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak
perempuan bernama ANAK PEMOHON berstatus gadis, bertempat
tinggal di Kota Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal
02 September 1996;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah
menijalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka
bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 17 Tahun, agama
Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Mrican Kecamatan Mojoroto
Kediri;

3. Bahwa anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling
mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan
kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan
kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak
mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat
menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam
maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon
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dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan
yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon
mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala
kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Kota Kediri
tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal
dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk
mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas
minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun
ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua,
karena anak Pemohon telah bekerja sebagai Tidak Kerja;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab
dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk
menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa
menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon
langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini
agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera
terlaksana;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan
permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua
Pengadilan Agama Kediri dengan harapan agar Bapak Ketua
Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara
ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya
memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: (ANAK
PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-laki
yang bernama: CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum dengan seadil-adilnya;;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini,
Pemohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian dilanjutkan dengan
membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa karena Anak Pemohon telah
berumur 16 (enam belas tahun) lebih, selanjutnya Pemohon menyatakan
mencabut permohonannya sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0117/Pdt.P/2013/PA.Kdr tanggal
11 September 2013;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam
berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi akan disampaikan dan
mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 September 2013,
Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ternyata anak
Pemohon telah berumur di atas 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, karena
itu Majelis mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut
permohonannya dapat dikabulkan dan selanjutnya harus dinyatakan
bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa di bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-
undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 0117/Pdt.P/2013/
PA.Kdr selesai karena dicabut;
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2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Kediri dalam

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari
Rabu, tanggal 25 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dhul
Qa'dah 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim
Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing
sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai
Panitera Pengganti, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri
oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
Ttd. Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Tid.

Drs. MOCH. RUSDI

AHMAD ROJI, B.A.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Rp 30.000,-{Untuk Salinan yan
2. Biaya Proses Rp 50.000,- Ole
Rp 75.000,- Panit
3. Biaya Panggilan
4. Redaksi Rp 5.000,-
Rp 166.000,-
Jumlah
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(seratus enam puluh enam ribu rupiah)
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